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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.16/MEN/2012 
TENTANG 

KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pengkajian sumber daya 
ikan dalam rangka penetapan potensi dan jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan serta melaksanakan 
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 
tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya 
Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.13/MEN/2010; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas 
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, 
perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang 
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.13/MEN/2010;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Komisi Nasional Pengkajian 
Sumber Daya Ikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan  United Nations Convention on the Law 
of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penelitian dan 
Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4840); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
53 Tahun 2010; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 
2012; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

Memperhatikan :  Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1995; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN  MENTERI  KELAUTAN  DAN PERIKANAN 
TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER 
DAYA IKAN. 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
Pasal 1 

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya dalam 
Peraturan Menteri ini disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga 
nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta 
bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 2  

Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai 
tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri 
Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil 
penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, 
termasuk bukti ilmiah yang tersedia (best scientific evidence available), 
dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung 
jawab (responsible fisheries) di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia.  

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:  
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a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dan informasi baik di bidang 
perikanan maupun di bidang lingkungan perairan dalam rangka 
pengkajian stok sumber daya ikan; 

b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyerasian program 
penelitian dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan; 

c. pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya 
ikan secara nasional dalam rangka penetapan potensi dan jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan rekomendasi kepada 
Menteri Kelautan dan Perikanan; dan 

d. penelaahan kebijakan strategis pengelolaan perikanan yang sedang 
dan/atau akan dilaksanakan di setiap wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

BAB II  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT 

Pasal 4 

(1) Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 23 (dua puluh tiga) 
orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga 
terkait.  

(2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pakar, 
perwakilan perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang 
mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan. 

(3) Bidang keahlian para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) meliputi biologi perikanan, pengkajian stok ikan, 
teknologi/kapasitas penangkapan ikan, bio-ekonomi perikanan, 
pengelolaan perikanan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, 
oseanografi, dinamika populasi, akustik perikanan, penginderaan 
jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan. 

(4) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan  ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 
(1) Keanggotaan Komnas KAJISKAN bertugas selama 3 (tiga) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.  

(2) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan 
Perikanan dengan mempertimbangkan saran dari Ketua Komnas 
KAJISKAN periode sebelumnya. 
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